SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG
PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON
COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas
aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan
nasional Negara  Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan 1kut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
‘keadilan sosial;

b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang
pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet
Menter1 Ukraina telah menandatangani Persetujuan
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet
Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang
Pertahanan (Agreement between the Govermment of the
Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of
Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) pada
tanggal 5 Agustus 2016 di Jakarta, Indonesia;

c. bahwa . ..
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Mengingat
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

0.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional, pengesahan perjanjian internasional di
bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk  Undang-Undang tentang Pengesahan
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam
Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of
the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of
Ukraine on Cooperation in the Field of Defence);

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN . ..



Menetapkan
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PRESIDEN
REPLUBLIK INDONESIA
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MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET
MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG
PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF
MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF
DEFENCE).

(1)

(2)

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja
Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the
Government of the. Republic of Indonesia and the Cabinet of
Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence)
yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2016
di Jakarta, Indonesia.

Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang

Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement

between the Government of the Republic of Indonesia and
the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the
ield of . Defence) dalam bahasa Indonesia, bahasa
Ukraina, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 187

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SK No 032804 A
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REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
KABINET MENTERI UKRAINA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina, yang selanjutnya

disebut sebagai “Para Pihak”,

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara

kedua Negara di bidang pertahanan,

Menegaskan bahwa mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama
antara Para Pihak akan memberikan kontribusi untuk perdamaian dan
keamanan internasional dengan cara menciptakan kepercayaan timbal balik,

pemahaman dan kerja sama dalam hubungan internasional,

Menyadari bahwa penguatan kerja sama pertahanan akan bermanfaat bagi

lembaga-lembaga nasional masing-masing di bidang pertahanan;

Bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua
negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan

menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Para Pihak;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang beriaku di
negara Para Pihak;

Telah menyetujui sebagai berikut:




PASAL 1
TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk memberikan kerangka umum untuk
mempromosikan kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara Para Pihak di
bidang kepentingan bersama, berdasarkan hukum dan peraturan negara Para

Pihak, dan prinsip-prinsip saling menghormati, kepercayaan, dan manfaat.

PASAL 2
BIDANG KERJA SAMA

1. Bidang kerja sama Persetujuan ini dapat mencakup:

pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi, termasuk Angkatan Bersenjata;
pengembangan kerja sama militer-teknis;

pengembangan kerja sama dalam industri pertahanan dan logistik;

. kerja sama dalam pertahanan lingkup ilmiah-teknologi;

pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer;

-~ o a o oo

pengembangan pendidikan dan pelatihan militer;

meningkatkan kerja sama antara Angkatan Bersenjata Negara Pihak;

> @

bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

2. Dalam pengembangan kerja sama militer-teknis, serta industri pertahanan
dan logistik yang ditentukan dalam huruf "b" dan huruf "¢" Paragraf 1 Pasal

ini, Para Pihak dapat melakukan kerja sama dalam bidang berikut:

a. pengadaan persenjataan dan produk militer dalam kerangka proyek
umum dan produksi;

b. persediaan atau persenjataan, peralatan militer dan produk lainnya dari
penggunaan militer-teknis;

c. pemeliharaan, perbaikan dan modernisasi persenjataan, peralatan militer
dan memberikan jasa lainnya di bidang militer-teknis;

d. penjualan lisensi pada produksi persenjataan dan peralatan militer,
memberikan dukungan teknis dalam produksi;

e. penelitian dan pengembangan umum karya-karya di bidang militer-teknis

dan saling tukar hasil dari karya tersebut;



f. pertukaran pengalaman dan informasi tentang standardisasi, kodifikasi,
kontrol kualitas produk militer dalam rangka memenuhi program bersama
kerja sama militer-teknis;

g. mengembangkan program-program yang tepat, penelitian bersama,
produksi bersama dan pemasaran bersama peralatan pertahanan melalui

antara transfer teknologi.

Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, hal-hal yang terkait dengan teknis
operasional dan administrasi akan diatur dalam pengaturan tertulis terpisah
yang akan disepakati oleh Para Pihak atau otoritas berwenang dari kedua
Pihak.

PASAL 3
KERAHASIAAN

Perlindungan, penyingkapan, dan transmisi informasi rahasia yang
dipertukarkan atau dihasilkan dalam kerangka Persetujuan ini akan
dilaksanakan dan dijaga sesuai dengan hukum nasional dan perjanjian

internasional yang dibuat oleh Para Pihak.

Para Pihak tidak boleh menyingkap, melepas atau mentransfer informasi
rahasia atau bahan dalam kerangka Persetujuan ini kepada pihak ketiga

tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

PASAL 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Para Pihak wajib mencegah penggunaan yang tidak sah dan pengalihan hak
kekayaan intelektual ditransfer, ditukar, atau dihasilkan berdasarkan
Persetujuan ini sesuai dengan hukum nasional masing-masing dan
peraturan negara mereka serta perjanjian internasional yang negaranya

merupakan negara pihak.

Perlindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk perlindungan
hak-hak sah pihak ketiga, serta pertimbangan bagian yang seimbang dari
kepemilikan berdasarkan kontribusi dari masing-masing Pihak, akan diatur
melalui pengaturan tertulis yang terpisah oleh Para Pihak mengenai bidang

khusus dari kerja sama.



PASAL 5
OTORITAS BERWENANG

1. Otoritas berwenang untuk pelaksanaan Persetujuan ini adalah:
a. untuk Pemerintah Republik indonesia — Kementerian Pertahanan;
b. untuk Kabinet Menteri Ukraina — Kementerian Pertahanan.

2. Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, Otoritas berwenang dari Para
Pihak dapat mengatur pertemuan rutin setiap saat dianggap periu untuk

memantau dan meninjau pelaksanaan Pasal 2 Persetujuan ini.

PASAL 6
PENGATURAN KEUANGAN

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, setiap Pihak harus menanggung biaya

sendiri dalam pelaksanaan Persetujuan ini dan sesuai dengan alokasi anggaran.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul antara Para Pihak mengenai penafsiran atau
pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan melalui negosiasi bilateral dan

konsultasi antara Para Pihak dan, jika perlu, melalui saluran diplomatik.

PASAL 8
AMANDEMEN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi berdasarkan kesepakatan bersama
Para Pihak dan harus dalam bentuk Protokol terpisah sebagai bagian integral
dari Persetujuan ini. Protokol tersebut mulai berlaku pada penerimaan
pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal yang
diperlukan oleh Para Pihak.
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PASAL 9
MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA

Persetujuan ini mulai berlaku pada penerimaan pemberitahuan tertulis
terakhir melalui saluran diplomatik setelah pemenuhan persyaratan
berdasarkan prosedur internal yang sesuai, yang diperlukan dalam rangka
pemberlakuaan Persetujuan ini.

Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan secara otomatis
diperpanjang untuk periode lima tahun berikutnya kecuali diakhiri oleh salah
satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran
diplomatik kepada Pihak lain dalam waktu sedikitnya 90 hari sebelum
keinginannya mengakhiri Persetujuan ini.

Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan memengaruhi pelaksanaan dari
pengaturan, program, dan proyek yang telah disepakati sebelumnya dalam

kerangka Persetujuan ini, kecuali disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini yang telah diberi kuasa oleh
Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua ribu enam belas,

dalam dua rangkap asli, dalam bahasa Indonesia, bahasa Ukraina, dan bahasa

Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi

perbedaan dari dalam penafsiran Perjanjian ini, naskah bahasa Inggris yang
berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK KABINET MENTERI
REPUBLIK INDONESIA UKRAINA

W/

RYAMIZARD RYACUDU PAVLO KLIMKIN
MENTERI PERTAHANAN MENTERI LUAR NEGERI




REPUBLIK INDONESIA

YrogA
MDK
YPAOOM PECNYBNIKW IHOOHE3IA
TA
KABIHETOM MIHICTPIB YKPAIH!W
nrPo
CNIBPOBITHULTBO B OGOPOHHIN FANTY3I

Ypsag Pecnybnikv IHaoHesis Ta KabiHeT MinicTpis Ykpainun (aani — CTopoH#);

Dakayun nokpaluuTn Ta niacwiIUTU ABOCTOPOHHE CMiBPOBITHULITBO MK ABOMA
Aep)kaBamu B 060pOHHIRA ranysi,

BU3HAIOYW, 1140 PO3BUTOK APYXKHIX BIAHOCUH Ta CcMiBPOBITHALTBO MK CTopoHamu
Byne BHECKOM 40 Mi>KHApOAHOro Muipy Ta Ge3neku LNAXOM B3aEMHO! O0BIpW,

NOPO3yMiHHA Ta cniBnpali y MbKHapOAHUX BiAHOCUHAX;

BW3HAlO4YW, L0 po3BNUTOK OBOPOHHOro cnipobiTHWULITBA DyAe KOPUCHUM ANs TXHIX

BiANOBIAHUX OepXXaBHWUX YCTAHOB y 060OPOHHIN ranysi,

nparHy4n [0 CNpUAHHA  cniBpobiTHULTBY B OOOPOHHIA ranysi Mk ABoma
AEepXXaBamMu, crnvpaloyMcb Ha NPUHLMNW PIBHOCTI, B3AEMHOI BUroAun Ta LiJIKOBUTOI

noBarn CyBepeHriTeTy Ta TepuTopianbHoi WinicHocTi CTopin;
noBaXxaruyn 3akoHoAaBCcTBO AepkaB CTOpiH;

A0MOBWIINCA MPO TaKe:
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CTATTA1
META

MeTtowo uiei Yroow € 3anpoBagXKEeHHS 3aranbHuX NPUHLWUNIB ANS PO3BUTKY

ABOCTOPOHHLOTO CniBpoOITHUUTBA B OOOPOHHIA ranysi Mix CropoHamwn 3a

HanpAMamw, WO CTaHOBMATb CNINbHWW IHTEpPEeC, BiANOBIQHO A0 3aKOHOAABCTBA

aepxaB CTopiH, NpMHUMNIB B3aEMHOI NOBaru, JOBIpy | BUrogu.,

CTATTA 2
HAMPAMW CMIBPOBITHULUTBA

1. Hanpsmwu cniBpobiTHMUTBA 3a LiEI0 Yrogolo MOXKYTh BKIlOYaTH:

g.
h.

0OMiH Bi3nTamun BULLMX NOCAAOBKX OCIO, Y TOMY Yncii Big 30ponHux cun,
PO3BMTOK BINCbKOBO-TEXHIYHOMO CNiBPOBITHNLUTRA,

PO3BUTOK cniBpObiTHULTBA B ranysi ODOOPOHHOI NPOMWCNOBOCTI Ta
FOriCTUKW,

cniBpoBITHULTBO B ODOPOHHIN HAaYKOBO-TEXHONOrIMHIN ranyai;

0BMiH iHcbopmMaui€elo 3 OOOPOHHMX Ta BINCBKOBUX NUTaHb;

PO3BUTOK BINCLKOBOI OCBITK Ta NiATOTOBKY NepcoHany;

CNPWUAHHSA CNIBPOBITHUUTBY MiX 30ponHUMK cunamu aepxas CTOPIH;

iHLWI HanpsiMu cniBpobiTHUUTBA 3a B3aEMHOI0 3rogoto CTopiH.

2. Wopao po3suTKy cniBpobiTHMLTBA Y BINCbKOBO-TEXHIMHIN fanysi, 0OOPOHHIn

NPOMWCIIOBOCTI Ta JIOTICTUL, SK 3a3Ha4eHo y nignyHkTax “b” i “c” nyHkTty 1

uiei cratTi, CTOPOHN MOXYTb 3AINCHIOBATK CNIBPOBITHUUTBO B Takux ccpepax:

a.

3akynisfis 030POEHHSA Ta BINCBLKOBOI MPOAYKUIT B pamkax ChinbHUX
NPOEKTIB Ta BUPOOHIMUTEA;

noctayaHHa O30OpPOEHHS, BINCLKOBOI TEXHiKW Ta iHWOI  NPOAYKLUil
BINCbKOBOrO NPU3HAYEHHSR;

obcnyroByBaHHSA, PEMOHT i MOAEepHi3aLis 030POEHHS, BINCBKOBOI TEXHIKK
Ta HagaHHA IHWMX NOCNYT Y BiNCLKOBO-TEXHIYHIN ranyasi;

NpoAaX MiLeH3in woao BupobHNLTEA 030POEHHS Ta BINCHLKOBOI TEXHIKW,
HafaHHS TEXHIMHOI NIATPMMKN TAKOMY BUPODOHULTBY;

CMiNbHI AOCTIQXEHHA Ta PO3PODKK Y BINCLKOBO-TEXHIYHIN ranysi, a Takox
B3aEMHWI OOMiH pe3yrnbTaTtamv Takol JisnbHOCTI;

obMiH goceigoM Ta iHOpMAaUIEI0 WOAO cTaHaapTwuaauil. Koamdikawir,



KOHTPOMO SAKOCTI BIACbKOBOI NPOAYKUIl 3 METOI0 3MINCHEHHA CNiNbHNX
nporpam BiNCbKOBO-TEXHIYHOrO CniBpobiTHUILTBA;

g. po3pobka, y pasi HeobxigHOCTI, BIANOBIAHWX nNporpamMm, MNpPoBeAEHHSA
CNifibHUX HayKOBWX AOCNIAXEHb, CNiNbHOr0 BMPOOHMIITBA TA CNiNbHOMO
npodaxy 060pOHHOIO 0BNagHAHRS WNRXOM  BWKOPWUCTAHHA  IHLLIMX
TEXHONOriN.

3 MeTol0 BWKOHAHHSA Uiel Yroau onepaTuBHi, aaMiHICTpaTUBHI Ta TEXHIuHI

NMMTAHHR  BU3HA4YaKTbCs  OKPEMWMW  NMWUCbMOBUMKW  JOMOBMEHOCTAMM,

yknageHumin oboma CtopoHamyu abo KOMNETEeHTHMMM opraHamu o6ox

CTOpiH.

CTATTA 3
KOH®EAEHLUINHICTb

3axucT, po3KpUTTS Ta nepedava iHdopmauii 3 odmexeHum gocTynom, obmiH
SIKOI0 3OINCHIOETBCA abo sika CTBOPKETHCS 3a  UiEw Yrogow, Oyae
NPOBOAMTUCA Ta 3axvLiaTUCA BIANOBIAHO OO HaljioHaNbHOro 3aKOHOAABCTBA
Ta MbKHapoaHWX AoroeBopis, yknageHux CtopoHamu.

CTOpOHM He MOBWHHI po3arorotlyBaTt, po3kpueati abo nepepasaTth Oyab-
AKy iHopmatiio 3 obmexxeHum goctynom abo maTepiann B pamkax W€l
Yrogn Byab-skih TpeTih cTopoHi 6e3 nonepegHbOi NMCbMOBOI 3rogu IHLION
CTopiHn.

CTATTS 4
MPABA IHTENEKTYAIIbHOI BIACHOCTI

CTOopoHK BIONOBIAHO A0 3aKoHOAaBCTBA CBOIX [Jep)kaB, a TaKoX
MiXXHapOOHUX AOroBOPIB, y4aCHMKaMu SIKWX € iXHi gepxasw, 3anobiraloTb
HEeCaHKIJiIOHOBAHOMY BWKOPWUCTAHHIO Ta nepegadi npaB iHTEeNeKkTyanbHOI
BJ1ACHOCTI, ik nepegaHo, oOMisAHO Ta HabyTo B pamkax L€l Yrogu.

3axucT Ta po3nNOBCIOMKEHHS NpaB iHTENEKTyanbHOI BJIACHOCTI, BKMIOYAIOYN
3aXMCT NEeriTMMHKUX npaB TPeTbOi CTOPOHWM, a TaKoXK BU3HAYEHHS
cnpaBeanMBol Aofli BNACHOCTI, Wo 6a3yeTbCA Ha BHECKY BignoBigHUX
CtopiH, matoTb 6yTn y3romkeHi CTOpPOHAMI4 OKPEMWMM  NUCbMOBUMMU

AOMOBJIEHOCTAAMW B KOHKPETHIMX rany3sax cniBpobiTHWIITBA.



CTATTAS
KOMNETEHTHI OPTAHW

1. KomneTeHTHUMU opraHamu AN BUKOHAKHA Wiel Yroan €:
a. Big Ypsagy Pecny6nikv IHgoHesis — MiHicTepcTBo 060poHM;
b. Big KabineTy MinicTpie YkpaiHyn — MinicTepcTBO 0O0OpOHM.

2. [Onsa BUKOHaHHA 1li€l Yroan koMneTeHTHi opraHn CTOpiH MOXYTb NPOBOANTU
perynapHi 3ycTpivi B Oyab-AKWiA Hac 3 METOK 3AiINCHEeHHA MOHITOPWHTY abo

nepernsay BUKOHAHHS CTaTTi 2 uiel Yroaw.

CTATTA 6
®IHAHCOBI MUTAHHA

Akwo CTOpOHU He OOMOBATLCA NPO iHwe, kokHa CTopoHa Hece CBOI BNacHi
BUTPATW B NPOLUECI BUKOHAHHA NMONOXKEHb Wiel Yroaw BignoBigHO A0 Bi0aKeTHUX

ACuUrHyBaHb.

CTATTA?7
BUPHLEHHA CMNOPIB

Byob-skuin  cnip, Skun BuHWkae Mk CTopoHamwn wWoAO TnymadeHHs abo
3acCTOCyBaHHA MOMOXEHb LIEI Yrogun, BUpillyBaTUMETbLCA LUSIAXOM MPOBEAEHHSA
ABOCTOPOHHIX NeperoBopiB Ta KOHcynbTauin Mmik CropoHamu Ta, B pasi

HEeoDXIQHOCTI, AUNNIOMATUYHUMIK KaHanamu.,

CTATTA 8
RONOBHEHHA

3a B3aemHo 3rofoio CTopiH Ao uiet Yroaw MOXyTb BHOCUTUCA 3MiHW abo
OOMOBHEHHRA, SKi OPOPMIIIOIOTLCA OKpeMuM TIpOTOKONOM, LWO cknagatume
HeBIQ'EMHY 4acTuHy uiei Yroaw. Takwi [Mpotokon Habupae YMKHOCTI 3 Aatw
OTPVMaHHA OCTaHHLOrO NMUCbMOBOrO NMOBIAOMIIEHHS NPO BUKOHAHHA CTopoHamu

HeobxiaHWX BHYTPILWHbOAEP)KAaBHUX Npoleayp.



CTATTA 9
HABPAHHA YNHHOCTI, CTPOK TA MPUNUHEHHA AOti

1. Usa Yroga Habuwpae 4MHHOCTI 3 AaTy OTPUMAaHHSA OCTaHHbLOrO MWCbMOBOrO
NOBIAOMAEHHA AWNNOMAaTUMHWMKW KaHanamn npo BWKOHaHHA CTopoHami
BHYTpiLLHbOAEP KaBHUX NpoLieayp, HeobxiaHWX Ans HabpaHHA YWHHOCTI Lii€l0
Yrogoio.

2. Us VYroga s3anvwaeTbCs  YMHHOIO NPOTAroM N'ATUPIMHOrO nepioay |
aBTOMATUYHO NPOAOBXKYBATUMETLCA HA KOXHI HAcTynHi M'sSTb pOKIB 3a
ymoBw, 140 ogHa 3t CtopiH He noBiAOMUTL Yy MNUCbMOBIA  opMiI
AvnnomMaTuyHMKn KaHanamu iHwy CTOpOHy woHawmeHwe 3a 90 gHiB Ao
3aBEepLUEHHs BIANOBIQHOMO N'ATUPIYHOrO Nepiody NpPO CBI HAMIP NPUNUHUTW
Ailo Liel Yroau.

3. [lpunwuHeHHs gii Liei Yroan He BnivBaTMME Ha BUKOHaHHS AOMOBMNEHOCTEN,
nporpam Ta MpoekTis, Wo Bynn yknaaeHi paxile B pamkax Uiel Yroau, kpim

BMNaakis, KWo CTOpOHN NMMCLMOBO HE AOMOBRATLCA NPO iHLe.

Ha nocsigyeHHA 4oro Ti, WO MIANYCANNCA  HWKYE, HaNeKHWM YWHOM
YNOBHOBa)XEHI CBOIMMK ypsAamu, nignucany 1o Yroay.

YunHeHo B M. [bkakapta S cepnHA 2016 poky B ABOX NPUMIPHWKaX, KOXKHWA
iIHOOHES3INCBKOIO, YKPATHCBKOIO Ta aHrMIACbKOI0O MOBAMM, NPV 14bOMY BCi TEKCTK €
aBTEHTUYHUMU. Y pa3i BUHUKHEHHA Byab-Akvnx pO3BiKHOCTENR LOAO TIyMayYeHHs

NONOXKEHb Wi€T Yroawn nepesara HafaeTbCA TEKCTOBI aHIMIACLKOIO MOBOIO.

3A YPAQ PECNYBNIKA 3A KABIHET MIHICTPIB
IHAOHE3IA YKPAIHU

st

PIAMISAPA PIAKYQY NABNO KNIMKIH

MinicTp obopoHn MinicTp 3akopaAOHHUX cnpas




REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE
ON
COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of

Ukraine, hereinafter referred to as the "Parties",

Desiring to enhance and strengthen the bilateral cooperation between the two

states in the field of defence;

Affirming that developing friendly relations and cooperation between the Parties
will contribute to international peace and security by means of creating mutual

confidence, understanding and cooperation in international relations;

Recognizing that the strengthening of defence cooperation will be beneficial to
their respective national institutions in the field of defence;

Aiming to promote cooperation in the field of defence between the two states
based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty

and territorial integrity of the Parties;
Pursuant to the prevailing laws and regulations of the Parties’ states;

Have agreed as follows:




ARTICLE 1
OBJECTIVE

The objective of this Agreement is to provide a general framework for promoting

bilateral cooperation in the field of defence between the Parties in areas of

mutual interest, based on prevailing laws and regulations of the Parties’ states,

and the principles of mutual respect, trust and benefit.

ARTICLE 2
AREAS OF COOPERATION

1. The areas of cooperation of this Agreement may include:

a.
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exchange of the visits of the high ranking officials, including armed forces;
development of military-technical cooperation;

development of cooperation in defence industry and logistics;

cooperation in defence scientific-technologic sphere;

exchange of information on the defence and military matters;
development of military education and training;

promoting of cooperation between the Armed Forces of the Parties
states;

other areas of cooperation as mutually agreed by the Parties.

2. In the development of cooperation in military-technical, and defence industry
and logistics specified in positions “b” and "c” Paragraph 1 of this Article, the

Parties may conduct the cooperation in the following spheres:

a.

acquisition of armament and military products within the frameworks of
common projects and production;

supply or armament, military equipment and other products of military-
technical use;

maintenance, repairing and modernization of armament, military
equipment and rendering other services in the military-technical field;

sale of licenses on production of armament and military equipment,
providing technical support in its production;

common research and development works in military-technical field and
mutual exchange of the results of such work;



f. exchange of experience and information on standardization, codification,
control of quality of military products in order to fulfil joint programs of
military-technical cooperation;

g. develop where appropriate programmes, joint research, joint production
and joint marketing of defence equipments through among others transfer
of technology.

. For the purpose of the implementation of this Agreement, the operational,
administrative and technical matters shall be subject to separate written

arrangements to be concluded by both Parties or by the competent authorities
of both Patrties.

ARTICLE 3
CONFIDENTIALITY

. The protection, disclosure and transmission of classified information
exchanged or generated within the framework of this Agreement will be
handled and safeguarded in accordance with the national laws and the

international agreements concluded by the Parties.

. The Parties shall not disclose, release or transfer any classified information or
materials within the framework of this Agreement to any third party without

prior written consent of the other Party.

ARTICLE 4
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

. The Parties shall prevent unauthorized use and transfer of intellectual property
rights transferred, exchanged or generated under this Agreement in
accordance with respective national laws and regulations of their states as
well as the international agreement to which their countries are party to.

. The protection and distribution of intellectual property rights including
protection of a third party’s legitimate rights, as weil as the consideration of
equitable portion of ownership based on the contribution of the respective

Parties, shall be arranged through separate written arrangements by the
Parties on the specific areas of cooperation.



ARTICLE 5
COMPETENT AUTHORITIES

1. The competent authorities for the implementation of this Agreement are:
a. for the Government of the Republic of Indonesia — the Ministry of Defence;

b. forthe Cabinet of Ministers of Ukraine — the Ministry of Defence.

2. For the purpose of the implementation of this Agreement, the Competent
Authorities of the Parties may organize regular meetings at any time deemed
necessary in order to monitor and review the implementation of Article 2 of

this Agreement.

ARTICLE &
FINANCIAL ARRANGEMENTS

Unless decided otherwise by the Parties, each Party shall bear its own expenses

in the implementation of this Agreement and in accordance with its budgetary

allocations.

ARTICLE 7
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute arising between the Parties on the interpretation or implementation
of this Agreement shall be settled through bilateral negotiations and

consultations between the Parties and, if necessary, through diplomatic
channels.

ARTICLE 8
AMENDMENT

This Agreement may be amended or revised based on the mutual consent of the
Parties and shall form as a separate Protocol as an integral part of this
Agreement. Such Protocol shall come into force on the receipt of the last written

notification of the fulfilment of necessary internal state procedures by the Parties.



ARTICLE 9
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

. This Agreement shall enter into force on the receipt of the last written
notification through diplomatic channels on accomplishment by the Parties of
proper internal state procedures, which are necessary in order of the present
Agreement to enter into force.

. This Agreement shall remain in force for a five-years period and shall
automatically be prolonged for the subsequent five-year periods unless it is
denounced by either Party by giving written notification through diplomatic
channels to the other Party at least 90 days prior to its intention to terminate
this Agreement.

. The termination of this Agreement will not affect the implementation of
arrangements, programs and projects concluded earlier in the framework of

this Agreement, unless otherwise agreed in writing by the Parties.

In witness whereof, the undersigned being duly authorized thereto by their

respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Jakarta on the Fifth of August year Two thousand sixteen, in two

originals, in Indonesian, Ukrainian, and English languages, all the texts being

equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this

Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE CABINET OF
REPUBLIC OF INDONESIA MINISTERS OF U

RYAMIZARD RYACUDU -~ PAVLO KLIMKIN

MINISTER OF DEFENCE INISTER OF FOREIGN AFFAIRS



